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ABSTRAK 

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan suatu 

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, 

yaitu perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditur dan konsumen 

sebagai debitur. Dalam pelaksanaannya, tidak semua debitur dapat memenuhi 

kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga mengakibatkan terjadinya 

wanprestasi yang kemudian dapat menjadi alasan bagi perusahaan pembiayaan 

untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Akan tetapi, pelaksanaan 

penarikan tersebut dalam praktik sering kali menimbulkan perselisihan apabila 

tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Atas 

dasar itu, diperlukan suatu kajian mengenai kewajiban debitur beserta batas-batas 

perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum 

mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan 

bermotor, menganalisis batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam 

melakukan penarikan kendaraan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, 

serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur 

apabila penarikan kendaraan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, 

dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari debitur dan pihak perusahaan 

pembiayaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan 

perundang-undangan, literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

pelaksanaan kewajiban debitur serta batas perlindungan hukum dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

 

Kata Kunci: kewajiban debitur, perlindungan hukum, pembiayaan 

konsumen, jaminan fidusia, wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 

A consumer financing agreement essentially establishes a legal 

relationship creating rights and obligations for both parties: the financing 

company acting as the creditor and the consumer acting as the debtor. In 

practice, not all debtors fulfill their agreed-upon obligations, resulting in a 

breach of contract; this breach can serve as grounds for the financing 

company to repossess the collateral. However, the repossession process often 

leads to disputes if not conducted in accordance with applicable legal 

procedures and regulations. Consequently, there is a need to examine debtor 

obligations and the scope of legal protection afforded within consumer 

financing agreements. This research aims to examine the legal regulations 

governing debtor rights and obligations in motor vehicle financing agreements, 

analyze the limits of a financing company's authority to repossess vehicles 

from defaulting debtors, and assess the forms of legal protection available to 

debtors when repossession is carried out in a manner inconsistent with 

statutory provisions. The study employs an empirical-juridical research 

method with a descriptive-analytical approach. Data collection involved 

interviews, observation, literature reviews, and document analysis. Primary 

data were obtained from debtors and financing companies, while secondary 

data were derived from relevant legislation, academic literature (books and 

journals), and court rulings. All collected data were subsequently analyzed 

using qualitative methods. This research seeks to provide a deeper 

understanding of the fulfillment of debtor obligations and the limits of legal 

protection in consumer financing agreements, based on the provisions of the 

Indonesian Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary 

Guarantees, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and 

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. 

 

Keywords: debtor obligations, legal protection, consumer financing, 

fiduciary guarantee, default. 


